SK PENDIRIAN

BUPATI KOTABARU,

a. bahwa fasilitas pendidikar di Ka >upaten Kotat aru
berupa pendirian sekolah Tar an Kanak kanak

A Negeri belum merata d«n m madai, sehingga
4 perlu  didirikan  sckolah Tamrr an  Kanak-kanak

Negeri di beberapa Kecumatai dalam wilayah
Kabupaten Kotabaru ager dapat dinikmati ‘oleh
masyarakar ;

b. bahwa berdasarkan penimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan

Keputusan Bupati tentang Penetapan Sekolah

s Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan
Pulau Laut Timur Kabup#ten Kotabaru;

1. Undang-Undang Nomor 27 ta wn 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang 1 arurat Nomor 3
Tahun 1953 tetang Pemt entuk :n Daerah Tingkat
II di Kalimantan (Lemaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Namor ¢ ) sebagai Undang—

Ay 3 Undang (Lembaran Negara F:publik Indonesia
5 A Tahun 1959 Nomor 7!, Tarabahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nonior 1820); 2

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tent
Sisim Pendidikan Nasional (Lemt ,
Republik Indonesia Tahun 20
Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4301);




4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 200

=, ;.\-:1‘{# V
4 tentang
Perimba:ngan. Keuangan #ntara Pemerintah Pu.sa%
dan Pemerintah Daerch (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2904 Nomor® 126,
Tambahan Lembaran Negara Fepublik Indonesia
Nomor 4438) ; '

Undang-Undang Nomor 12 Taaun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990
tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Nezara Republik Indonesia
Nomor 3412), sebagaimena telith diubah dengan
peraturan Pemerintah ~MNomor 55 Tahun 1998
tentang Perubahan Ata: Perezturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 1990 t-ntang Pendidikan Dasar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1998 Nomor 90, Tambtahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 3763);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992
tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indones:a Nomor §485);

Peraturan Pemerintah +“Yomo: 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Ururan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintak Da¢rah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabups‘en/Kota(Lem '
Negara ablik Indonesia Takun 2007 No
embaran Ncgara Republik




Keputusan ini
ditetapkan.

Ditetapkan di Kotabaru _
pada tangg-l 10 ckipgpEa 013

« » \BUPATI KC'TABAI U,

e

Tembusan disampaikan kepada Yth :

Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan di Jakarta;
Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbai a;

Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kal-Sel di Banjarp .asin;
Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru di Kotabaru;

‘Camat Pulau Laut Timur.




SK ljin Operasional

ung l’cmcrmmhun
or 17 Tahun 2010 Ientang Penyeleng. n Pendid
Tl 2004 tangeal September 2008 te vtang Pe )'31"'5

g Yendidikin din Kehudayiin R wnggal 22 [ ber 98
mbinaan Sekoluh Swasia, £ga :sem 2 nom

Direktur Jenderal Pendidik

an Dasar dan Meneng: v Depdi bud 1an
‘nomor 08 1/C/1983 tentany lzin | & Gl

Wacara Pembukaan Sckolah S asta,

Sy Kepumcan Mentert Pendidikan dan Kebudayann R :
‘2. Nomor 0173/0/1983 tangeal (4 Marcl 1983
b. Nomor 0304/0/1984 tangual 22 Il 1984
c. Nomor 127/C/1993 tanggal 27 Mei 1903

Perqm{an Daerah Kabupaten Kaiabasu namer 19 (ahun 2007 tentang Urusan Pemecintahan yang menjadi
kewemmbzm Pemenintah Daceal Kabhupaten Royabaru.

19

MENMUTUSKAN

. Memberikan fin Operastonal  Laman Nak-hanak NegeriSwaste se Kasupaten l’lnbaru dengan status
STERCATAT pada Dinas Pendidikan dan <ebudayaan l\nhup:uc- Kotabar.u dengan Nomor Statistik Taman

! 3 ahﬁk-Knn'\k (NSTR)Y dan Nowmor hnduk Sckolah (NIS) tertampir '
'-.’Dl@',.a ; - Kanak-Kanak Neweri/Swasia terlampir sebagaimana pa a point crnama harus memenuhi segala
s vpersyaraian vang berlaku padi kementrian Pendidikal & Keb daysan Pemerintah Kabupaten
4 T
ETIGA . ljin Operasional ini berlaky seiak tangeal 04 Oklaber 2018 5.d 31 10 ember D18,

. Kowbarnu
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